PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH -

TATA CARA PENDAFTARAN PENAGIHAN, PEMBAYARAN,
DAN PELAPORAN IURAN SECARA ONLINE BAGI PESERTA
PEKERJA PENERIMA UPAH DARIBADAN USAHA BARU

- DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
‘Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 10 Februari 2016)

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| DIREKTUR UTAMA -
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN,

Memmbang

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal -

15 dan Pasal 17 ayat {7) Peraturan Presiden Nomor

' 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan seb- ‘
agaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden-

:Nomor 111 Tahun 2013 te‘htang Perubahan Atas Per-

aturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jam

inan Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Badan
Penyelenggara Jamlnan Sosial Kesehatan tentang
Tata Cara Pendaftaran, Penaglhan, Pembayaran, dan
: Pelaporan quan Secara Onlire Bagi Peserta Pekerja

Penerima Upah Dari Badan Usaha Baru Dalam Hangka ‘

Kemudahan Berusaha:

Mengmgat
1. Undang-Undang Repubhk Indonesna Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasi- . |

~onal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456),

2. Undang-Undang Hepubllk Indonesia Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jami-

nan Sosial (Lembaran'Negara Republik Indcnesia

Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
~ Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2013 tentang-Jaminan Kesehatan (Lemba-
ran Negara Republik Indonésia Tahun 2013 No}
mor 29) sebagaimana telah diubah dengan Per-

aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111"

Tahun 2013 tenta‘ng Perubahan Peraturan Pres-

iden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan {Lembaran Negara
_Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peny-

elenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN: |

Menetapkan

'PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMI-

NAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN
PELAPORAN IURAN SECARA ONLINE BAGI PESER-

“TA PEKERJA PENERIMA UPAH DARI BADAN USAHA

BARU DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA. -

BABI .
- KETENTUAN UMUM
. o Pasal 1
Dalam‘ Peraturan Badan Penyelenggéra Jami-
nan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan- Kesehatan adatah jaminan berupa- per-
~ lindupgan kesehatan agar peserta mempéroleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlind- .

ungan dalam memenuhilkebu'tuhan dasar kese-
hatan yang diberikan kepada setiap orang yarig
telah meémbayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat-

an yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan
adalah badan hukum yang dibentuk untuk meny-

- elenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. luran Jaminan Kesehatan adalah sej(.smlah uang
yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,
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PENGbM jn“’

Pemben Kerja dan/atau Pemertntah untuk pro-
gram Jaminan Kesehatan ' SR a

" Peserta adaiah setaap nréng, t\ermasuk orang as- ey
| @2

ing yang bekerja pqllng singkat | 6 (engm) bulan dl
_Indonesia, yang ‘telah membayar luran K
Pekerja adalah setiap 6rang yang bekerja dengan
menerima gajl upah atau. lmbalan dalam bentuk
“lain. : ' . .
‘Peker;a Penerlma Upah adalah setlap orang yang
. bekerja pada Pemberl Kerja dengan menerlma ga;i
atau ‘upah. . o : :

. - Pemberi Kerja adalah orang perseorangan pen-

- gusaha, . badan hukum- atau’ badan Iamnya ‘yang
mempekerjakan ‘tenaga. kerja dengan membayar
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk Ialnnya

_Gajl atau. Upah adalah hak Pekerja yang diteri-

ma dan. dmyatakan dalam. bentuk uang sebagan '
* imbalan dan Pemberi Kerja kepada F‘ekerja yang
dntetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian '

_keria, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunlangan bagn Pekerja dan

keluarganya atas. suatu peker;aan dan/atau Jasa o

yang telah atau akan d|lakukan , :
Virtual Aceount adalah nomar rekenmg wrtual

- yang. dlsedlakan oleh BPJS Keséhatan untuk
entitas dan perorangan sebagal rekening tujuan |

idalam pembayaran turan jaminan kesehatan.

Badan Usaha “adalah setiap bentuk usaha yang
memalankan usaha yang bersifat tetap dan terus-
menerus, didirikan, - bekelja dan berkedudukan
'dalam W|Iayah ‘negara ‘Republik Indonesia untuk

~ tujuan memperoleh keuntungan dan atau Iaba,r |
" termasuk di dalamnya badan hukum Iamnya
Badan Usaha Baru adalah Badan Usaha yang se- -

dﬂang d_alam. proses .pengu‘ry@an perijinan _sat;lan_
Usaha maupun Badan:Usaha yang telah memiliki
perijinan Badan Usaha namun belum terdaftar
sebagal Peserta BPJS Kesehatan

BAB II

‘PENDAFTARAN SEBAGAI PESEBTA JAMINAN
: KESEHATAN BAGI PEKEﬁJA PENERIMA UPAH

_ DARl BADAN USAHA

s . ‘BARU . .
| Bagian Kesatu . .
o Ui

ant RAN

Sy

.

12)

N OEMERINTAH

Pl Pasglz T : :
( 1) BPJS Kesehatan mengembangkan mstem pendaf-
“taran; bagg Badan’ Usaha Baru secara online. .
_.__Slstem pendaftaran seb@galmana dimaksud pada i
' “ayat (1) dapat 'lEl'mtEQI'aSI dengan sis‘tem pelay- '
fanan’ publlk et

; Pasal 3 :
'Setiap Pemberl Kelja wapb mendaftarkan dmnya
. dan’ Pekarjanya sebagai. peserta Jamman Kese-'
" hatan. kepada BPJS Kesehatan tsengan membayar-'
< uran. T : G
(_2')"' Pendaftaran sebagalmana dlmaksud pada ayat» :
" (1) bagi Badan Usaha Baru d||akukan secara on- :
- fine. : :

_ Baglan Kedua : o
Pendaftaran Badan Usaha Baru
. A Pasal 4 = ,
‘Penqjaftaran secara online.. sebagaimana dlmak-_ '
- sud -dalam . Pasal 2 dllakukan dengan mendaf-_'}
. tarkan Badan Usaha Baru melalu; laman BPJS
Kesehatan dengan cara: mengnm Formullr Regis-
» trasi Badan Usaha elektromk yang tersedna secara
: ;.flengkap dan benar _ . . o
(2) Badan Usaha Baru Wa]lb membuat pernyataan‘_?
5 bahwa data yang drdaftarkan adalah Sengkap dan - )
benar - . =

o Pasal 5
‘ BPJS Kesehatan dapat bekeuasama dengan‘
plhﬂk yang berwenang untuk melakukan pemenksaan

- atas kebenaran data yang. dnsa.mpalkan kepada BPJS
‘Kesehatan sesua; dengan ketentuan peraturan perun--_
‘ dang-undangan

Pasal 6

il 1) BPJS Kesehatan dalam ;angka waktu ;paling Iam- A

~..bat. 3 (nga) jam, memberikan Nomor Virtual Ac-
" -count, Usemame dan Password kepada Badan-‘ _‘
: _Usaha Baru yang telah -melakukan pendaftaran‘ :
. ‘sebaganmana dlmaksud dalam Pasal 4. -
Usemame dan’ Password sebagaimana dimaksud
_pada ayat {1) dngunakan untuk mengakses apllka- ‘
“« si yang dlsedlakan oleh: BPJS Kesehatan L
(3) Dalam haI ;angka waktu sebagalmana dlmaksudr
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) pada ayat (1) meleblhl 3 (tiga) }am tldak terma-

suk dalam ‘hitungan waktu sebagal_ -akibat .dari

hal-hal teknis di luar kendali BPJS Kesehatan.

- Baglan Ketlga '

o Pendaftaran Peserta Pekerja Penerlma Upah

N0

" Pasal 7

Bédan' USaha ‘Baru yang t'elah men‘etima Use-.
‘emame .dan Password sebagaimana dimaksud

T _dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan entry data

o

kepesertaan secara online melalui aphkasu yang:

dtsedlakan oleh BPJS Kesehatan, untuk dilakukan

. verifikasi melalui sistem. . 7
Entry data kepesertaan sebagalmana damaksud

pada ayat - dllakukan melalui aplikasi vang
" dlsedlakan oleh BPJS Kesehatan dengan cara:®’

a. ‘mengisi data kepesertaan ke dalam aphkast

atau .

' “_b mengunggah data kepesertaan secara kolek-

tif.

Badan Usaha Baru yang tldak, meiakukan entry ‘

data kepesertaan dalam jangka waktu 3 {tiga)

~bulan setelah menerlma Usemame dan Password

1

BPJS . Kesehatan memberikan notiflkas; kepada

‘ _-j-Badan Usaha‘Baru dalam hal data kepesertaan
- sebagaimana dimaksud’ pada ayat (4) selesai div-

6)

. sebagalmana dimaksud pada ayat {5), melakukan f

(7)

erifikasi oleh sistem BPJS Kesehatan.
Badan Usaha Baru.yang telah menerima notaflka3|

konfirmasi persetuluan pendaftaran

Dalam hal terdapat data kepesertaan yang tldak '
dapat dmenftkasr oleh sistem BPJS’ I(esehatan, :
Badan -Usaha Baru, melakukan perbalkan data‘-

kepesertaan

‘ Pasal 8

Tagihan iuran pé,rtama' terbentuk dalam: jang- -
ka waktu 1x24 jam setelah Badén Usaha Baru |

melakukan konfirmasi persetu;uan pendaftaran
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (6)

harus melakukan pendaftaran Badan Usaha kem- |
' bali.. : i
BPJS Kesehatan melakukan VBI’IfIkaSI melalur’
- srstem terhadap data kepesertaan yang telah di- _
e entry oleh Badan Usaha Baru dalam jangka waktu_ _
1. -paling lama 1 x24 jam, -
(8-

FRATURAN F’EMER:NTAH

(2)

~ tama terbentuk tanggal 1 (satu) bulan berikut-
oy ‘

(1

Dalam hal Badan Usaha Bam melakukan per- |
“setujuan pendaftaran setefah tanggal 25 (dua

puluh Iima)' bulan beijalan, t'ag‘ihan iuran per-

e

Pasal 9

BPJS Kesehatan mémbuat identitas etektronlk-

. dalam format Portable ‘Document Format (PDF)
- siap cetak yang benm data: '

(2)

tn‘*_-hp o0 oo

Nomor Kepesertaan;
Nama _Pésert_a;
' Tanggal Lahir;
Alamat Peserta; ,
. Nomor Induk Kependudukan, "
‘ Fasmtas Kesehatan ngkat Pertama dan
. Hak I(elas Perawatan, . ~
Pencetakan identitas elektromk Peserta ﬂapat dl—

lakukan secara mandiri oleh Badan Usaha Barq.
_ setelah Badan Usaha Baru . melakukan pem--"

) bayaran seluruh tagthan iuran; pertama

- Pasai 1 0

Jaminan Pelayanan Kesehatan .diberikan

'setelah Badan Usaha Baru melakukan pembayaran
‘ seluruh tagrhan luran pertama :

'. Pasal 11

Ketentuan lebih Iamut mengenal petunjuk,'

pelaksanaan pendaftaran Peserta Pekeua Penenma

Upah dlatur dengan Peraturan Dlrek5|

BAB H

PENAGIHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

(1)

(2)

IURAN JAMINAN KESEHATAN
PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH
Baglan Kesatu '

Umum
Pasal 12

luran Jamlnan Kesehatan bagl Peserta Pekerja

Penerlma Upah dibayar oleh Pemberi I(eua dan

Pekeija.. : :
furan Jamman Kesehatan bagt Peserta seb-

~ agaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan

dengan besaran sesuai dengan ketentuan per-

" aturan perundang-undangan.
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:"Ba‘gia_n Ke'dué ; s
“ Penagihan laran
Pasal'13 '

~

Badan Usaha Baru.

(2) Lembar tagihan sebagalmana dlmaksqd pada i =
" (1) Badan Usaha Baru dapat mengakses laporan : ‘_
pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan melalui-

; ayat (1) dlkmmkan melalm e~maul dan/atau “diak-

“ses -melalui aplikasi- oniine yang dlSedlakan ‘BPJS
Kesehatan setelah Badan, Usaha Baru melakukan | - _
_i-(Z) Ketentuan lebih. lanjut’ mengenan pelaporan luran

Jamman Kesehatan Peserta Pekeua Penenma _

B _konfirmasi persetuluan pendaftaran sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6). '

(3) Ketentuan lebih Ian;ut mengenal penaglhah Iu- j-:
" ran Jaminan Kesehatan Peserta Pekeua Penenma__ e

Upah dlatur dengan Peraturan Dweksu
. L B " N -

e ' Bagian Kétiga: o
Pembayaran luran. - :
Pasal't4. -~

(m Pembayaran Iiran Jamman Kesehatan dﬂakukan ‘

‘melalui nomor Vtrtuai Account e

(2) Pembayaran luran Jammgn Kesehatan dnlakukan ;

. setelah Badan Usaha Baru menerima tagnhan atau
. pahlng lambat tahggal 10 ,(s_epu|uh) setiap bulan.

. (3) Apabila tanggal- 10 {sepuluh) -sebagaimana &- |
‘maksud pada ayat (2} jatuh pada hari ibur,-maka |

luran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. -
{4) Keterlambatan pembayaran luran:Jaminan Kes-

ehatan sebagainiana‘dhhaks‘ud pada ‘ayat (2 dan.
- ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan keten-

tuan peraturan perundang- undangan

{b) ‘Badan Usaha Baru yang: tldak melakukan pem-'

~ * bayaran iuran pertama palmg lambat 3 (tiga) bu-
lan setelah menerima nomor Virtual- Account ha- ;
©rus melakukan pendaftaran ulang Badan Usaha ¥

Baru.

(6) BPJS Kesehatan mengmmkan notn‘lkam melalm e
mail- kepada Badan Usaha Baru yang telah melakuy--

“kan pembayaran Iuran Jamman Kesehatan

e
N

Voo P’asal 15

|uran Jamtnan Kesehatan dapat dlbayarkan'r " K
dimuka lebih_dari 1 (satuf bulan, atau pahng banyak’ t

12 (dua belas) bulan. -

Pasal 16 PR

Iy Ketentuan Ieblh Ianjut mengenak pembayaran"_ _
~luran Jamman Kesehatan Peserta Pekéria Penerima |
_ L . ':' . Upah dlatur dengan Peraturan Dlreks: ’
(1) BP.JS Kesehatan mengmmkan taglhan dan kewayl S S
" jiban pembayaran berupa Iembar taglhan kepada i

L . Baglan Keempat
Pl Pelaporan Iuran
S _ Pasal 17

- aplikasi Online yang dssedlakan BPJS Kesehatan

Upah dfatur dengan Peraturan Dweks«

e BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
O Pasal 18 :
Peraturan Badan Penyelenggara Jamman So-‘

' ;‘Stai Kesehatan mu mulal berlaku pada tanggal 16. ng- C
_"f{:ruar: 2016. - \

Agar setlap orang mengetahumya, memerm—

;Vtahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelengga-
18 Jamman Sosmﬂ Kesehatan ini dengan penempatan-

oya dalam Benta Negara Republlk Indonema

Dltetapkan d| Jakarta
* pada tanggal 10 Febfuan 2016

e .' Pit. DIREKTUR UTAMA

~BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
. SOSIAL KESEHATAN,:
FACHMI,FDRIS‘ o

Dmndangkan dl Jakarta “';_:“
pada tanggal 11 Fabruan 2016

- DIREKTUR JENDERAL -
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS[ MANUSIA oo

REPUBLIK INDONESIA,
T

S __'-_‘Wlbpoo .EI{ATJAH'JANA y
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
. TAHUN 2016 NOMOR 224

Sy
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